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Penegakan, Pidana, Hoax 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) telah diatur tentang penyebaran berita bohong
(hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi
berikut: Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong
dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan
yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA). Penegakan penyebar berita bohong
(hoax) menemui hambatan, diantaranya pihak
kepolisian yang masih mengandalkan kerjasama
dengan lembaga-lembaga lain yang tentu dibutuhkan
waktu koordinasi yang. Hambatan selanjutnya adalah
kemampuan sumber daya manusia yang masih
terbatas di lingkup Bareskrim Mabes Polri yang
berada di Jakarta, terlebih Polda belum secara spesifik
memiliki satuan tugas khusus untuk menangani cyber
crime.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber
dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang
dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses
pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan
kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan
oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan
berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkrit yang dapat
diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan
produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja.
Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan
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mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet.!

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah
kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunanya pun beragam, mulai dari orang
dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.2

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, Teknologi Informasi
memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi
Informasi yakni membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di
dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap penting dalam
memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi Informasi mendorong permintaan atas
produk-produk Teknologi Informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk
membangun jaringan internet dan sebagainya. Memudahkan transaksi bisnis terutama
bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.3

Tetapi hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kita jika tidak mengantisipasinya,
seperti banyaknya berita-berita dan informasi yang beredar yang bersifat propokatif dan
belum dapat di pastikan kebenaran beritanya, dan berita atau informasi itu dapat di
golongkan keladalam berita Hoax.

Teknologi informasi (information technology) memiliki peran yang sangat penting, baik
di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan
kepentingan yang besar bagi negara - negara di dunia. Awalnya teknologi informasi
diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara
umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi.

Dapat kita lihat, Media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihakpihak
yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet
tekhusus dunia maya facebook sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat
komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai
kampanye hoax bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulai muncul di media
sosial. Hal ini pengguna media sosial semakin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya
konflik di media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai
masalah media sosial yang menghancurkan tatanan demokrasi .Pentingnya penegakan
hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah
menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari
perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia (HAM),
dan keamanan cyber.

ciutan yang di unggah oleh sebuah akun Facebook pada tanggal 24 April 2017 telah
menggemparkan masyarakat, dikarenakan memuat gambar Presiden Jokowi dan berita
tersebut di kirimkan ke salah satu platform grup Facebook. Judul yang diberikan dalam
postingan tersebut yaitu “Disappointed: the stupid president of Indonesia jokowi upset like a
child That Saudi invest in China more than Indonesia”. (Kecewa: presiden bodoh Indonesia
Jokowi kesal seperti anak kecil, ketika Saudi berinvestasi lebih banyak di China daripada di
Indonesia), dengan menuliskan keterangan “And now, Everybody know about Indonesia

! https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/, di akses pada tanggal 28 oktober 2019.

2 Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hal. 71.

3 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2002), hal. 1.
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stupid Presiden. What a shameful” (Dan sekarang, setiap orang tahu tentang presiden bodoh
Indonesia. Sungguh memalukan). Kemudian setelah ditelusuri kembali link berita yang
sesungguhnya berada pada website Asian  Correspondent dengan alamat
(https://asiancorrespondent.com) yang memuat judul yang berbeda. Berita ini diunggah
tanggal 15 April 2017 dengan judul “Disappointed: Jokowi upset That Saudi invest in China
more than Indonesia”. Pada judul berita asli tidak ada kata ‘the stupid’ dan ‘like a child’, Asian
Correspodent memberikan keterangan Presiden Indonesia Joko Widodo kecewa dan kesal
karena Saudi Arabia berinvestasi lebih banyak di China dari pada Indonesia.*

Contoh berita hoax lainnya yakni memuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya
Purnama alias Ahok, berita tersebut dimuat oleh kun @tweetparpol di media sosial Twitter
dengan judul: “Ahok: Kamu Kira Kami Niat Bangun Masjid dan Naikkan Haji Marbut?”. Berita
ini seolah-olah diunggah oleh Kompas.com tanggal 31 Oktober 2016, 12:25 wib yang
kemudian dibagikan oleh akun @tweetparpol. Kemudian setelah ditelusuri kembali berita
yang di unggah oleh Kompas.com memiliki judul asli “Ahok: Kamu Kira Kami Bohong Bangun
Masjid dan Naikkan Haji Marbut?”, Namun pemilik akun @tweetparpol sengaja mengganti
kata ‘Bohong’ dengan ‘Niat’ yang jika dibaca secara keseluruhan menjadikan makna
kalimatnya menjadi berbeda dan terkesan tendensius mengarah ke masalah SARA pada 14
Oktober 2016, 11:36 wib.5

Pengertian Hoax secara singkat adalah pemberitaan palsu yang bertujuan untuk
menipu orang. Pengaturan Hoax diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008). Selain itu, bagi
pelaku dari penyebar Hoax diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diancam dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola
interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia on-line sudah
digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik
lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan
orang lain. Sehingga dari uraian tersebut diatas, penulis mengambil penyuluhan tentang
“Ancaman Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong (Hoax)"” .

Luaran
1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat
desa khususnya masyarakat Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
2) Menambah masukan bagi penembang ilmu hukum.
3) Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat
sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan
“Ancaman Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong (Hoax)”,

4 Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication
Interactivity in Social Media and Anticipation, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal. 35.

® Ibid, hal. 36.

http://bajangjournal.com/index.php/[-ABDI BSIWALYEYAUN 1351 RIPALL LR V(0N


http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI

4986 e
J-Abdi N
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat &5
Vol.2, No.5, Oktober 2022
1
METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri
darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang
sosialisasi “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong (Hoax)”, di Kecamatan
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanyajawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali
terhadap hal-hal yang menyangkut masalah “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong
(Hoax)”. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan
tentang perlunya sosialisasi terhadap “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Berita Bohong
(Hoax)”, khususnya terkait masalah daerah ataupun desa agar tercapai tujuan sebagai negara
yang sadar akan hukum.

Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar
dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan
menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam
lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak
oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elktronik. Sedangkan penyelenggaraan
Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha,
antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi
dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan
penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam
hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya: Pertama, pihak yang menjadi korban
adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di
lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah
konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan
tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap
produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat
disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk
saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong
dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian
perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini.

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu
informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak
konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak
lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi
yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi
mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang
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tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan
kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan
bukan imateril. Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi
Transaksi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada
faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak
kasus yang melanggar isi pasal tersebut.
2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong
(Hoax)

Faktor penyebaran Berita Bohong (Hoax) di media sosial dan melihat epidemiologi
tipuan propagasi sebelum dan sesudah tipuan diklarifikasi di media massa konvensional.
Berikut beberapa faktor penyebaran berita bohong (hoax) :

1. Minat baca masyarakat masih sangat kurang;

2. Karakter asli masyarakat Indonesia tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi
secara sehat;

3. Motif politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara menjadikan hoax sebagai sebuah
cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan;

4. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian dilakukan secara terorganisir hal ini dibuktikan
dengan tertangkapnya sindikat pembuat dan penyebar hoax;

5. Masyarakat belum memiliki kesadaran sosial dalam menyeleksi berbagai informasi yang
didapat melalui media sosial sehingga segala informasi yang didapatkan kebanyakan
ditelan mentah-mentah tanpa mengecek kebenarannya;

6. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang mempunyai banyak pengikut dan memiliki
pengaruh besar dalam menyalahgunakan pengaruhnya dengan membuat atau
menyebarkan opini pribadinya tanpa mempedulikan akibatnya di masyarakat. Hal ini
karena tokoh-tokoh tersebut lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya
sendiri dari pada kepentingan nasional; dan

7. Hoax sudah menjadi ladang bisnis dan industri yang menjanjikan. Pihak-pihak yang
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tidak segan-segan mengeluarkan
uang ratusan juta rupiah untuk membayar seseorang atau sebuah sindikat agar
memproduksi hoax dan menyebarkannya ke masyarakat.®

Dampak berita hoax terhadap masyarakat tidak bisa kita hindari, hal ini dikarenakan
berita hoax yang beredar di masyarakat akan langsung memberikan efek pembentukan opini
publik pada mereka. Dimana dalam terbentuknya opini publik dimasyarakat juga akan
memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan social. Berdasarkan beberapa
faktor penyebab penyebaran berita bohong (hoax) juga memiliki pengaruh dalam kehidupan
bermasyarakat, berikut beberapa dampaknya;

1. Terbentuknya opini public yang buruk
Hal ini dapat diketahui saat munculnya banyak opini public yang buruk diakibatkan oleh
tersebarnya berita hoax dalam kehidupan masyarakatyang menyebabkan terganggunya
keadaan social bermayarakat. Yang mana dampak tersebut terlihat dari perilaku
mayarakat yang berubah serta stigma buruk yang sudah terbentuk.

2. Kecemasan pada masyarakat

6 Henri Septanto,Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di
Kehidupan Sosial Masyarakat, Kalbiscentia,\VVolume 5 No. 2 Agustus 2018
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Berita hoax yang dibuat guna menggiring opini masyarakat yang secara tidak langsung
menimbulkan rasa keraguan serta rasa cemas dengan keadaan yang sedang terjadi.
Sehingga membuat masyarakat tidak bias berpikir secara jernih dalam memutuskan
sesuatu tindakan yang benar dan menjadi lebih waspada serta mempercayai berita hoax
tersebut.

3. Perpecahan dalam Masyarakat

Berita hoax yang tersebar untuk menjatuhkan salah satu pihak menyebabkan
perpecahan akibat adanya beberapa pihak yang berseteru. Perpecahan di dalam
masyarakat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat.”

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.
Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena
pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur
yang perlu diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan
(Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit).8

Faktor Substansi Hukum Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong
(hoax), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tekhnologi, khususnya Pasal 28 ayat
(1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, jo
Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA)”., bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita
bohong atau hoax bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika
hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tekhnologi, khususnya Pasal
27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya
apalagi sampai melakukan penindakan dikarnakan bahwa Undang-Undang Tentang
Informasi dan Tekhnologi bersifat lex specialis, yang mengatur secara khusus Tentang
Informasi dan Tekhnologi, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah
strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya
masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang
Tindak Pidana Khusus, berhubung undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum
pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan
transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi
dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.?

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak)

" Nila Zaimatus Septiana, Marcelino Wahyu R. Dampak Berita Hoax Pada Masyarakat: Studi Fenomenologi
Kelurahan Ngronggo Kota Kediri. Journal of Dedication Based on Local Wisdom. Volume 1 Nomor 2 Juli —
Desember 2021, hal. 214.

8 Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 160.

® Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang, Media Nusa
Creative,2015, hal.1.
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pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan
lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli Tentang Informasi
dan Tekhnologi diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang
juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia
yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri
yng berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk
menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran,
sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota
kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang
memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam
lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di
Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang Tentang Informasi dan
Tekhnologi, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang
ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan
Ketertiban Masyarakat).

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa
sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
Selanjutmya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya
mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai
kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan
dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan
internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja
dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik

PENUTUP
Kesimpulan

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber
dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang
dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses
pengaplikasiannya. Akses informasi dapat diterima secara cepat oleh seluruh daerah dan
lapisan masyarakat. Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan
lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait
yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi
saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat
media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi.
Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya
pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku
yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut.
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